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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Penerangan Jalan yang merupakan Sumber Pendapatan Asli
Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Toba Samostr Nomtor 21 Tshun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan
sudah tidak sesvai lagi dengan semangat Otonomi Daerah sehubpngan
dengan adanya perubahan ketentvan hukum yang mengatur tentang
%emzhﬁntahan Daerah dan yang mengatur tentang Pajak dan Retnbusi
aerah;
bahwa untuk ito perly dicabut dan diganti dengan suatu Peraturan Daerah;,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat I Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
I embaran Negara Nemor 3704);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomot 3987),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retribuzi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran WNegara Tahun 2004 Nemor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tshun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 4348},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Puzat dan Daerah (Lembaran Negara Tahon 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433),
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12. Peraturan Daerak Ka upaten Teba Samoesir Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Spzunan Croanizag dan Tata Kerja Dinae-Dinag Daerah Kabupaten Toba
Samostr.

E‘era‘gan FELE?L‘LJ‘ Berzama
DEWAN PERWARILAN FAEVAT DAERAH KARUPATEN TORA SAMOSIR
ghan

BRUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSE AN

netapken | PERATURANTAFR AW TENTAWGPATAY PENER ANGAN TAT AN

Tomidebe

Pazal 1
Dalam Peratvran Daerah i vang dunaleud dengan:
1. Daer 1.1{131 ‘1 ‘Jrﬁz Eabupaien Toba Samosir
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14.

cieh orang priva adi atau badan qepada astah tanpa inbalan langsung vang seitmbang,
vang dapat dig akzakan berdezarkan peraturan perundeng-undencan vang berlaku, yang
dizunakan uynink membiava penvalencoaraan pemerintahan dasrgh, pembansunan dan
kemasvaraliaran

Waiih Pajale adelah orang 4 :u badan yang menurut kefentoan persturan
pamndﬂng undangan perpajakan ditentukan untok melakukan kewapban perpajakan,

teruasul punguian pay 31: Al pﬁm ofongan p'_hiif fertenin.
Pf;-jw vang terubang bopejak vang harss dibaver pads ety zset, dalam maza pajak,
datam tahun 3:3%:3} 1 0 tenstuas peratoran Fernr wdang-ondangan perpajakan

szlanutnya dizebut 'PTE } adalah surat vang
qotlan pehitungon danfatan pembayaran Pajak,
Al dan‘atan harta Lt:f""lﬂbui‘l van gt stutang reenurnt
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digonakan oleh Wapb Pajak vniuk m
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11 Svrat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya dizebut SSPD adalah svrat yang ofeh wajib
pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang terutang ke
Kas Daerah atay ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daersh yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau suref ketetapan kurang bayar
tambahan stau surat ketetapan pajek lebih bav,ear atau surat ketetapan pajak  athil.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Korang Bayar yang selanjuinya disebut SKPDKE adalah
Surat Ketetapan pajak daerah vang menentukan besarva jumlah pokok pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administragi dan jumlah yang masih harns dibayar,

14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang szelanjutnya disebut
SEPDKBT adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahsn atas jumiah
pajak yang ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Pajok Daersh Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah
Svrat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah krecit pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak , atau pajak
lebih begar dari pajak yang terutang atan t;dak seharusnya terutang,

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya dizsebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menenfukan jomlahk pajak yang terutang sama besamya dengan kredit
pajak, atap pajak tidak terutang dan tidak ada kradit pajals.

17. Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan
tacthar pajd: daerah dan/ atau vanksi administrazi berupa bunga dan/atan denda.

BAR TI
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PATAK
Pazal 2

(1} Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak afas setiap penggunasan tenaga
fistrik.

{2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap orang dan/atau badan vang menggunakan
tenaga listrik.

(3) Fenggunaan tenaga lisirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga
listrik yang berasal dart PLN maypun bukan PLN.

Dazal 2

Dikecoalikan dari objek pajak adalah

2. Pengpunaan tenaga listrik oleh Instanst Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga lembaza intetnesional dengan azaz timbal balik -
sebagammana barlaky untuk pajak negara;

Penggunaan tenaga latrik yang berasal dari bukan PLIV dengan kapasitas terfentu yang
tidak memettukan 1jin dari Tnstans : tekents terkast,

d. Penggunaan tenaga listrik vang khusus dignnakan untuk ibadah.

2]

Pazal 4

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atan badan yang menggunakan
tenaga listrik.

(2) Wajlb Pajak Pencrangan Jalan adalah orang pribadi atan badan yang menjadi pelanggan
listrik dan/atay penggunaan tenaga hstrik.



BAE 111
DASAR PENGENAAN DAN TARTF PAJAK
Pazal 3

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nila jual tenaga lishrik.

(2) Nilat jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik

adalah jumlah tagiban biaya beban ditemboh dengan biaya pemakaian kwh yang
ditetapkan dalam rekening listrik,

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai
jual tenaga listnk dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atan
taksiran penggunaan listrik dan harga safuan listrik yang berlaku dengan berpedoman
kepada harga satuan yang berlaku untuk PLN.

(3) Khusus vntok kegiatan industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nila Jual
tenaga Listik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% tiga puluh
persen). :

Pasal &

Tarif pajak ditetapkan sebagai" beriknt :
a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri, sebesar 10 %
{(sepuluh persen)
b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industn sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari 30% (tiga puluh persen) pemakaian,
c. Penggunaan Tenga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar
10 % (zepulub perzen);
d. Penggunaan Tenaga Listik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari 30% (tiga pulsh persen) pemakatan.
BAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Toba Sam osir.
(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ¢ dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAD V

MASA PATAK SAATPAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PATAK DAERAH

Pazal B

Masa pajak adalah jangka wakty yang lamanya 1 (zatv) bulan takwin.
Pasal &

Pajak terstang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.
Pazal 10

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diiei dengan jelas, benar dan lengkap.

(3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga fistrik PLN, daftar rekening listrk yang
diterbitkan oleh PLN merupakan SFTPD.

(4) SPTPD rebagaimana dimaksud pada ayat {1) harue disampaikan kepada Bupati gelambat -
fambatnva 13 (lima belag) hari setelah berakhimya maza pajak.

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEN'ETAPAN PAJAK
Pagal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimakeud datam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila dalam pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekentng  listrik
diperzamakan dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pagal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pazal 11 ayat
(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak gendiri yang
terutang.

(2) Dalam jongka waktn 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajek, Bupati depat
menerbitkan:

a. SEKEPDKE;
b. SKPDRKET,
¢. SKPDN.

{2) SKPDKB sebagaimana dimakeud pada ayat (2) hurnf*a” diterbitkan -

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7s (dua
perzen) sebulan dibitung dari pajak yang kurang atav terlambat dibayar vntuk jangka
waktu paling 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,

b. Apabila SPIPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perzen) sebulan diitung dari pajak yang kurang stau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dibitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenshi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 15 % (dna pulu
fima persen)’ bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDEET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b” diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semufa belum terungkap yang menyebabkan penambahan jum {ah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
{seratus perzen) dari jumiah kekvrangan pajak fersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” diterbitkan apabila jumlah pajak
vang terutang sama besarnya dengan jumlsh kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada lwradit pagak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak tetutang dalam SKPDKE dan SKPDKET
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “a” dan “b” tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalom jangka walktu yang telsh ditentukan, ditagih dengen menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrazi betupa bunga 2 % (dua perszen) sebulan.

(71 Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum  dilakukan tindakan
pemeriksaan.
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